
BUPATIMAJALENGKA

PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMORPD.OO.O1.00/KEP.864-DPMD /2022

TENTANG

BIAYAPENYELENGGARAANPEMILIHANKEPALADESA SERENTAK

TAHUNANGGARAN2023

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10

ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun

2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana

te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan

Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka,

maka perlu menetapkan Biaya Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran

2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a, maka perlu menetapkan

Biaya Penye1enggaraan Pemilihan Kepala Desa

Serentak Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang 2
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ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik 3
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

sebagaimana 4
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2

Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019

Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015

tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun

2021 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati

Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di

Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: 5
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MEMUTUSKAN:

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

berupa:

1. Pengadaan Surat Suara dan Surat Panggilan dengan

jumlah kumulatif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima

ratus rupiah) per paket;

2. Honorarium Sub Kepanitian Kecamatan selama 3 (tiga)

bulan, Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga)

bulan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan

Suara (KPPS)selama 1 (satu) bulan dengan komposisi

tiap orang per bulan sebagai berikut:

a. Sub Kepanitian Kecamatan : Rp400.000,00

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:

c.

1) Ketua

2) Sekretaris

3) Bendahara

4) Anggota

Kelompok Penyelenggaraan

terdiri dari:

Rp450.000,00

Rp400.000,00

Rp400.000,00

Rp350.000,00

Pemungutan Suara,

KEDUA

1) Ketua Rp400.000,00

2) Sekretaris Rp350.000,00

3) Anggota Rp350.000,00

3. Kelengkapan lain, terdiri dari:

a. Alat Tulis Kantor Rp300.000,OO

b. Bilik Suara Rp450.000,OO

c. Kotak Suara Rp500.000,00

d. Sewa Tenda Rp500.000,OO

Dalam hal Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mencukupi,

maka kekurangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa;

KETIGA: 6
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Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;

Keputusan Bupati lnl mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan' di Majalengka

pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI MAJALENGKA,
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